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Masih sering terjadi tindakan penyimpangan pada laporan keuangan sehingga 
informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat 
diandalkan. Namun fakta tersebut tidak berlaku untuk beberapa daerah contohnya 
kota Makassar, hal ini dibuktikan dengan presetasinya mendapatkan penghargaan 
piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berturut-turut sebanyak 
tiga kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran internal audit dalam 
mencegah salah saji material. Kemudian untuk mengetahui perilaku auditor internal 
dalam mencegah salah saji material berdasarkan perspektif Islam. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Penelitan ini dilakukan di Inspektorat kota Makassar, yang menjadi 
objek penelitian adalah auditor Inspektorat Kota Makassar. Informan dalam 
penelitian ini ada dua orang, yaitu auditor madya di Inspektorat pemerintah Kota 
Makassar. 
Hasil dari penelitian ini adalah internal audit melakukan pengendalian 
internal yang baik dan pembinaan serta pengawasan kepada instansi yang diaudit. 
Selain itu juga melakukan tugasnya berdasarkan undang-undang yang telah 
ditetapkan. Sementara upaya yang dilakukan auditor internal yaitu dengan cara 
bermuhasabah atau mengevaluasi diri dan juga meneladani 4 sifat Rasulullah yaitu 
shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya 
dalam menjaga tanggungjawab, tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan 
dan fathonah berarti cerdas dan bijaksana. 
 





A. Latar Belakang 
Keuangan daerah tidak luput dari imbas sistem reformasi yang terjadi di 
Indonesia khususnya instansi pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan 
dikeluarkannya beberapa landasan hukum seperti peraturan-peraturan mengenai 
daerah otonom, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses 
organisasi, dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistem organisasi 
dengan berbasiskan good governance kepada instansi pemerintah. Mewujudkan 
good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi 
aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa dan negara 
(Ariyantini dkk, 2014). 
Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya 
tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. 
Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, 
akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan 
akuntabilitas finansial (keuangan). Laporan keuangan adalah media utama untuk 
menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat (Adi dkk, 2016). 
Mengingat pentingnya suatu laporan keuangan, maka laporan keuangan harus 
disusun sebaik mungkin sesuai dengan data yang akurat sesuai dengan aturan 
akuntansi yang berlaku. 
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Meskipun kenyataannya masih terjadi tindakan penyimpangan pada 
laporan keuangan sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi 
tidak relevan dan tidak dapat diandalkan (Artini dkk, 2014). Tindakan 
penyimpangan dalam laporan keuangan ini merupakan salah satu tindakan 
kecurangan akuntansi, berupa penghilangan jumlah nominal dalam laporan 
keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan 
merupakan salah satu bagian yang rentan terhadap perilaku kecurangan padahal 
laporan keuangan merupakan sumber informasi penting dalam suatu instansi (Sari 
dkk, 2015). 
Tindakan yang sering dilakukan dalam praktik kecurangan akuntansi yakni 
secara sengaja menggunakan sumber daya yang ada secara tidak wajar dan salah 
menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi (Artini dkk, 2014). Pada 
sektor publik kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk manipulasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), manipulasi pajak, sehingga untuk menyelenggarakan akuntansi 
pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan 
daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan 
keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal 
dan standar akuntansi pemerintahan. 
Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang 
dipakai sebagai dasar pembuatan laporan, kesalahan estimasi akuntansi yang 
timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau salah menafsirkan keadaan, dan 
kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, 
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klasifikasi, cara penyajian. Kini pemerintah diberikan kewenangan yang lebih 
besar untuk mengelola keuangannya dalam lingkup otonomi daerah, akan tetapi 
kewenangan yang besar ini jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang 
baik tentu akan menimbulkan potensi kecurangan. Melalui pengawasan, maka 
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk 
mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Pujiswara 
dkk, 2014). 
Sementara melihat fenomena yang ada, dilansir dari Tribun Makassar.com 
(2018) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali meraih piagam opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Terhitung sejak 2016 lalu, selama tiga tahun 
berturut-turut, Makassar tak pernah absen meraih predikat tertinggi di bidang 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan itu ditujukan untuk 
memberikan opini atas kewajaran LKPD tahun 2017 dengan memperhatikan 
kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem 
Pengendalian Intern (SPI). 
Terdapat tiga aspek penting dalam mewujudkan good governance yaitu 
pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Afni dkk, 2012). Pengawasan adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. 
Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin 
bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga 
tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan adalah kegiatan yang 
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dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi 
profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Adanya pengawasan yang baik diharapkan dapat 
menjamin kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan 
efesien. 
Untuk mewujudkan hal tersebut maka jelas diperlukan pengendalian 
internal yang baik. Model pelindung pengendalian internal terdiri atas tiga tingkat 
pengendalian yaitu pengendalian pencegahan, pengendalian pemeriksaan, dan 
pengendalian perbaikan (Hall, 2009: 182). Tuanakotta (2015: 93) menyatakan 
bahwa pengendalian internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh 
TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko 
kecurangan yang mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti laporan keuangan 
yang andal dan dapat dipercaya. Salah satu yang menjalankan pengendalian 
internal itu yakni internal audit, audit internal merupakan suatu kontrol organisasi 
yang mengukur dan mengevaluasi organisasi yang menjamin berjalannya proses 
pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi ( Festi dkk, 2014). 
Sedangkan pengertian dari auditor internal itu sendiri adalah pegawai dari 
organisasi yang diaudit atau auditor yang bekerja dalam suatu instansi yang 
mempunyai tugas menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 
oleh instansi telah dipatuhi (Erfiansyah dan Kurnia, 2018). Tujuan pemeriksaan 
internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat 
melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor 
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internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan 
informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. 
Salah satu bentuk internal audit dalam pemerintahan adalah Inspektorat. 
Inspektorat daerah adalah salah satu unit yang melakukan audit terhadap 
pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas sebagai pengawas 
sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Afni dkk, 2012). Dalam melakukan tugas pokok 
dan fungsinya, inspektorat kabupaten melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh 
SKPD yang ada pada setiap kabupaten sehingga dengan adanya pemeriksaan 
tersebut diharapkan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal, 
sehingga kesalahan dan tindak pidana yang dapat merugikan negara bisa 
berkurang (Sari, 2016). Adanya kinerja yang baik dalam bidang pengawasan 
maka kualitas hasil pemeriksaan juga meningkat dalam pengawasan pengelolaan 
keuangan daerah. Auditor akan memberikan keyakinan positif yang dibuat SKPD 
dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian bahwa 
laporannya adalah benar. 
Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Inspektorat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina 
dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Tuntutan masyarakat yang 
menginginkan transparansi keuangan pemerintah menjadi tanggung jawab auditor 
pemerintah. Oleh karena itu, dengan melihat hasil kinerja dari pemerintah kota 
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Makassar yang mendapatkan 3 kali berturut-turut penghargaan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) maka hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari internal 
audit pemerintah kota makassar berjalan dengan baik, dapat membuat instansi 
aman dari korupsi, laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan dan 
tidak terdapat salah saji material.  Sehingga dengan adanya hal ini bisa dijadikan 
motivasi untuk inspektorat kota lain untuk kinerja yang lebih baik. 
Disisi keagamaan, dalam beberapa ayat dan hadist menjelaskan bagaimana 
cara agar kita senantiasa berada dijalan Allah Subhana Wa ta’ala, bagaimana kita 
menerima informasi, menjalankan sebuah amanah dan selalu melakukan evaluasi 
diri. Konsep Amar makruf Nahi Munkar dijelaskan dalam Q.S al-Imran/ 3: 104: 
 ۡﻟَو ۡﻢُﻜﻨ ِّﻣ ﻦَُﻜﺘ  ٞﺔ ﱠُﻣأ  ۡﺪَﯾ َﻰﻟِإ َنﻮُﻋٱ ۡﻟ ۡﯿَﺨ َۡﺄﯾَو ِﺮ ِﺑ َنوُﺮُﻣﭑ ۡﻟ ۡﻌَﻤ ۡﻨَﯾَو ِفوُﺮ ۡﻮَﮭ ِﻦَﻋ َن
ٱ ۡﻟ ِۚﺮَﻜﻨُﻤ  
ٓ َٰﻟُْوأَو ُﻢُھ َِﻚﺌٱ ۡﻟ ۡﻔُﻤ  َنﻮُﺤِﻠ١٠٤  
Terjemahnya: 
“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. al-Imran/ 3: 104) 
Ayat tersebut menjelaskan konsep dimana perintah untuk menjalankan apa 
yang di perintahkan yaitu kebaikan dan apa yang dilarang yaitu kejahatan 
tentunya semua yang sifatnya menjadi perintah harus kita lakukan dan apa itu 
yang dilarang harus kita cegah (Suryanto dan Anip, 2016: 83). Semua konsep 
yang ada didunia ini pada prinsipnya sudah ada dalam al-Quran dan Sunnah 
sehingga memiliki alasan yang jelas mengapa harus dicegah karna pasti akan 
berakibat negatif untuk kehidupan manusia. 
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B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian yaitu cara internal audit dalam pencegahan salah saji 
material atas laporan keuangan dan bagaimana perilaku auditor internal dalam 
mencegah salah saji material berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan dengan 
secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi 
tentang bagaimana upaya internal audit dalam pencegahan salah saji material atas 
laporan keuangan pada Inspektorat kota Makassar dan perilaku auditor internal 
dalam mencegah salah saji material berlandasakan nilai-nilai Islami. Tujuan fokus 
penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa internal audit menjadi 
hal yang vital terhadap pencegahan atas salah saji material akuntansi. Apabila 
pengelolan keuangan daerah telah sesuai yang diharapkan maka pemerintahan 
yang baik akan dapat tercapai. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang 
telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana cara internal audit mencegah salah saji material ? 
2. Bagaimana bentuk muhasabah auditor internal dalam mencegah salah saji 
material ? 
D. Penelitian Terdahulu 
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Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini 
yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah sebagai berikut: 









Negeri Sipil.  
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peran auditor internal 
pemerintah berpengaruh positif 
terhadap kinerja pegawai. 







Pulau Lombok  
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa struktur audit, pengalaman 
dan independesi berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja 
auditor internal. 













Kasus pada Dinas 
Pendapatan 
Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah Kota 
Pekalongan).  
Kesimpulan penelitian ini adalah 
terdapat pengaruh tidak signifikan 
antara penegakan hukum, 
Efektifitas pengendalian internal, 
Kesesuaian kompensasi, keadilan 
prosedural dan budaya etis 
organisasi terhadap kecurangan 
(fraud) disektor pemerintahan. 
Tetapi pada variabel asimetri 
informasi dan Komitmen 
organisasi berpengaruh signifikan 
terhadap kecurangan (fraud) di 
sektor pemerintahan. 
4 Frisusmita Sari Pengaruh Pembinaan Hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa pembinaan dan pengawasan 
secara bersama-sama dapat 
memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja aparatur 
Inspektorat Kota Palu. 








Hasil penelitian menemukan 
bahwa muhasabah merupakan titik 
acuan untuk melakukan introspeksi 
bagi bank syariah supaya kembali 
kepada khittah (jalan perjuangan). 
Bank syariah harus diingatkan 
bahwa prinsip bagi hasil adalah 
penting dan tidak boleh diabaikan 
karena prinsip tersebut yang 











(SPIP/PP No. 60 
Tahun 2008) dalam 
Meminimalisasi 




Penelitian ini mendukung teori 
bahwa SPI mempunyai peran dan 
fungsi yang signifikan dalam 
meminimalisasi salah saji 
pencatatan akuntansi. Peran dan 
fungsi SPI terhadap salah saji 
pencatatan akuntansi adalah 
adanya sinergi antara unsur-unsur 
dalam SPI yang meliputi: 
terciptanya lingkungan 
pengendalian yang sehat, 
terselenggaranya penilaian resiko, 
terselenggaranya aktivitas 
pengendalian, terselenggaranya 
sistem informasi dan komunikasi, 
10 
 
serta terselenggaranya kegiatan 
pemantauan pengendalian. 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui cara internal audit mencegah salah saji material. 
2. Untuk mengetahui bentuk muhasabah perilaku auditor internal dalam 
mencegah salah saji material. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini menggunakan teori atribusi dikembangkan 
oleh Fritz Heider (1958) dalam Mindarti (2016) yang beragumentasi 
bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan 
internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti 
kemampuan atau usaha yang dilakukannya. Kekuatan eksternal yaitu 
faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang. Penyebab internal 
mengacu pada aspek perilaku individu seperti sifat pribadi, persepsi diri, 
kemampuan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal mengacu pada 
lingkungan yang memengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial dan 
pandangan masyarakat. 
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi dunia akademisi (khususnya 
dalam bidang pendidikan akuntansi) dalam mendidik dan mendiskusikan 
mengenai pentingnya peran internal audit dalam mencegah salah saji 
material atas laporan keuangan serta memberikan masukan dan motivasi 
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bagi sebagian bahan evaluasi bagi pemerintah kota Makassar dan 




A. Teori Atribusi 
Menurut  Fritz  Heider (1958)  pencetus  teori  atribusi,  teori  atribusi  
merupakan teori  yang  menjelaskan  tentang  bagaimana seseorang 
menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini 
berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara 
kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri seseorang, seperti 
kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal 
dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010: 90).  
Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan 
dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya 
melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut 
serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi 
tertentu. Teori atribusi mencoba menentukan penyebab perilaku seseorang 
berdasarkan tiga peran perilaku. 1) Perbedaan, mengacu pada apakah seorang 
individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. 2) Konsensus, 
mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan 
individu lain pada saat yang sama. 3) Konsistensi, melihat bagaimana seorang 
konsisten pada satu tindakan yang diulangi sepanjang waktu (Lubis, 2010: 91). 
Menurut asumsi para ahli teori atribusi yang merupakan ciri dari teori 





mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka 
berada. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang 
menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang 
menginterpretasikan alasan atau sebabmesk perilakunya. Apakah perilaku itu 
disebabkan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter dan sikap atau disebabkan 
oleh faktor eksternal situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang 
melakukan perbuatan yang kurang baik. Dengan demikian atribusi diartikan 
sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari 
perilaku orang lain atau dari dalam dirinya sendiri. 
Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang 
terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka 
atas kejadian yang dialami. Pada dasarnya teori atribusi mengemukakan bahwa 
ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya menentukan 
perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang 
disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kendali pribadi 
seorang individu yang berasal dari dalam diri seperti ciri kepribadian, motivasi 
atau kemampuan. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai 
akibat dari sebab-sebab diluar diri individu, yaitu individu tersebut dianggap telah 
dipaksa berperilaku apa yang diinginkan orang lain. 
Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu 
penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan 
suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. 





terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara 
atasan memperlakukan bawahannya dan mempengaruhi sikap dan kepuasan 
individu terhadap kerja dan tugas audit yang diemban merupakan dorongan 
eksternal yang diterima oleh auditor. 
B. Internal  Audit 
Audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan 
mengevaluasi organisasi yang menjamin berjalannya proses pengendalian internal 
yang baik dalam suatu organisasi ( Festi dkk, 2014). Sementara auditor internal itu 
sendiri adalah pegawai dari organisasi yang diaudit atau auditor yang bekerja 
dalam suatu instansi yang mempunyai tugas menentukan apakah kebijakan dan 
prosedur yang ditetapkan oleh instansi telah dipatuhi (Erfiansyah dan Kurnia, 
2018). Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi 
agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal 
tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, 
rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. 
Adapun Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah 
dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. 
Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016, Inspektorat 
mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 
oleh perangkat daerah. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para 





efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, 
penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang 
diperiksa. Tujuan audit internal adalah menyediakan informasi dan memberikan 
pelayanan kepada organisasi agar semua anggota organisasi dapat melaksanakan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya secara efektif. Selain itu, auditor 
internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan 
efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 
Oleh karena itu, auditor internal pemerintah daerah harus meningkatkan 
kinerjanya agar terciptanya perwujudan tanggung jawab yang baik serta kualitas 
hasil kerja yang baik pula. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu 
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan secara efektif dan efisien (Pujiswara dkk, 2014). Fungsi audit 
internal adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari sistem pengawasan intern dan 
memberikan saran perbaikan bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan. 
Menurut Peratuan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat daerah dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi sebagai pelaksana pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 
Adapun untuk mencapai tujuan struktur pengendalian intern yang efektif, maka 
harus didukung oleh semua komponen struktur pengendalian intern, yang menurut 
COSO terdiri dari lima komponen yaitu: 





 Lingkungan pengendalian yang menciptakan suasana pengendalian dalam 
suatu organisasi dan kesadaran personil organisasi tentang pengendalian. Setiap 
instansi harus memahami tingkat kekuatan lingkungan pengendalian internalnya. 
Lingkungan pengendalian adalah suatu kondisi dalam organisasi yang memiliki 
pengaruh terhadap pengendalian dan kesadaran orang-orang yang terlibat dalam 
kegiatan organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar dari 
semua komponen struktur pengendalian internal lainnya. Hal ini menyangkut 
sikap dan kesadaran dari pimpinan perusahaan, komite audit, manajer, pemilik 
perusahaan dan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan perusahaan terhadap 
pencapaian tujuan instansi. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari tujuh sub 
komponen yang terdiri dari. 
2. Risk Assessment (Penilaian Risiko)  
Penilaian risiko yaitu identifikasi, analisis pengelolaan resiko yang 
berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan sesuai dengan 
prinsip akuntansi berlaku umum. Semua perusahaan memiliki ukuran, struktur, 
jenis industri, dan setiap perusahaan memiliki resiko internal dan eksternal. Resiko 
merupakan berbagai bentuk ancaman dan ketidakpastian yang dihadapi oleh 
perusahaan dalam pencapaian tujuan. Jika memungkinkan pimpinan organisasi 
dilibatkan secara langsung dalam penilaian resiko. Pengkondisian awal untuk 
penilaian resiko memberikan kontribusi dalam penentuan tujuan organisasi yang 
dapat dicapai. Penilaian resiko dalam struktur pengendalian intern terdiri dari a) 





pencapaian tujuan organisasi, b). Menyusun rencana untuk menentukan bagaimana 
mengelola resiko yang dihadapi. 
3. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)  
 Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi 
Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi harus diidentifikasi, 
diproses dan dikomunikasikan sehingga setiap pegawai dapat menggunakan 
sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Sistem informasi yang baik adalah 
yang dapat membantu manajemen dalam menjamin bahwa tujuan organisasi dapat 
dicapai. Manfaat utama dari sistem informasi akuntansi yaitu membantu 
pencapaian tujuan pelaporan keuangan. 
4. Control Activities (Aktivitas Pengendalian)  
 Aktivitas pengendalian yaitu kebijakan dan posedur yang dibuat untuk 
memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 
dilaksanakan. Setiap perusahaan harus membuat aktivitas pengendalian khusus 
berupa kebijakan dan prosedur untuk membantu manajemen dalam menjamin 
bahwa manajemen telah memberikan arahan yang tepat. Untuk memenuhi tujuan 
tersebut, aktivitas pengendalian tertentu diarahkan untuk menghadapi resiko 
tertentu yang telah diidentifikasi selama penilaian resiko. Subkomponen dari 
komponen kegiatan pengendalian ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan 
laporan keuangan dan kegiatan yang berkaitan dengan proses informasi yang 
dibagi lagi menjadi pengendalian umum terhadap seluruh kegiatan organisasi dan 






5. Monitoring (Pengawasan)  
 Pengawasan yaitu proses penilaian mutu kinerja sestem pengendalian 
internal sepanjang waktu. Tujuan dari monitoring adalah untuk menilai kualitas 
dari sistem pengendalian intern setiap saat dalam proses pelaksanaan kegiatan 
yang terus menerus secara terpisah maupun gabungan. Contoh dari kegiatan 
monitoring yang terus menerus seperti mengawasi pegawai dalam kegiatan sehari-
hari, dan kegiatan monitoring secara terpisah seperti kegiatan pe-meriksaan yang 
dilakukan secara periodik. Kegiatan monitoring berkelanjutan dan secara terpisah 
dapat dilakukan oleh internal dan eksternal audit. Penilaian terhadap struktur 
pengendalian intern dan catatan akuntansi paling baik dilakukan oleh auditor.  
Auditor internal adalah auditor yang ditetapkan oleh instansi yang berfungsi 
untuk menilai kegiatan dan menguji serta mengevaluasi efektivitas internal 
control secara independen dan mengusulkan alternatif-alternatif kegiatan yang 
efisien dan efektif. Auditor eksternal secara periodik melakukan verifikasi dan 
pemeriksaan secara independen laporan keuangan perusahaan. Eksternal audit 
juga dapat memberikan informasi kepada manajer mengenai tingkat efektifitas 
internal control dan pendapatnya terhadap laporan keuangan organisasi. 
 Setiap instansi membutuhkan semua elemen struktur pengendalian internal 
sesuai dengan kondisi organisasi untuk menjamin berjalannya internal control 
dalam setiap kegiatan organisasi. Tinggi rendahnya tingkat penerapan masing-
masing komponen sangat dipengaruhi oleh ukuran organisasi, kompleksitas 






C. Pengendalian Berdasarkan al-Qur’an dan Hadits 
Disisi keagamaan, dalam beberapa ayat dan hadist menjelaskan bagaimana 
cara agar kita senantiasa berada dijalan Allah Subhana Wa ta’ala, bagaimana kita 
menerima informasi, menjalankan sebuah amanah dan selalu melakukan evaluasi 
diri. Salah satunya yaitu konsep amar makruf nahi munkar juga dijelaskan dalam 
Q.S. al-Imran/ 3: 104: 
 ۡﻟَو ۡﻢُﻜﻨ ِّﻣ ﻦَُﻜﺘ  ٞﺔ ﱠُﻣأ  ۡﺪَﯾ َﻰﻟِإ َنﻮُﻋٱ ۡﻟ ۡﯿَﺨ َۡﺄﯾَو ِﺮ ِﺑ َنوُﺮُﻣﭑ ۡﻟ ۡﻌَﻤ ۡﻨَﯾَو ِفوُﺮ ۡﻮَﮭ ِﻦَﻋ َن
ٱ ۡﻟ ِۚﺮَﻜﻨُﻤ  
ٓ َٰﻟُْوأَو ُﻢُھ َِﻚﺌٱ ۡﻟ ۡﻔُﻤ  َنﻮُﺤِﻠ١٠٤ 
Terjemahnya: 
“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. al-Imran/ 3: 
104). 
Ayat tersebut menjelaskan konsep dimana perintah untuk menjalankan apa 
yang di perintahkan yaitu kebaikan dan apa yang dilarang yaitu kejahatan 
tentunya semua yang sifatnya menjadi perintah harus kita lakukan dan apa itu 
yang dilarang harus kita cegah (Suryanto dan Anip, 2016: 83). Semua konsep 
yang ada didunia ini pada prinsipnya sudah ada dalam al-Quran dan Sunnah 
sehingga memiliki alasan yang jelas mengapa harus dicegah karna pasti akan 
berakibat negatif untuk kehidupan manusia. Selain itu, kita juga bisa melihat Q.S al-
Hasyr/ 59: 18 sebagai berikut: 
 َٰٓﯾ ﺎَﮭﱡَﯾﺄٱ َﻦﯾِﺬﱠﻟ  ْاُﻮﻨَﻣاَءٱ ْاُﻮﻘﱠﺗٱ ۡﻟَو َ ﱠ  ۡﺮُﻈَﻨﺘ  ۡﻔَﻧ ٞﺲ  ۡﺖَﻣﱠﺪَﻗ ﺎ ﱠﻣ  ٖۖﺪَﻐِﻟ  َوٱ ْاُﻮﻘﱠﺗٱ َۚ ﱠ   ﱠِنإ






“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Hasyr/ 59: 18). 
 
Ayat diatas adalah ayat yang isinya perintah agar kita mau ‘evaluasi diri’, 
muhasabah diri atas apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Hal ini 
sangat penting karena tanpa ada muhasabah kita bisa terlena dan lupa akan 
hakikat hidup yang sebenarnya. Apalagi dengan keadaan dunia saat ini yang 
begitu materialistis, hedonis dimana kepuasan, kesenangan dan keberhasilan 
hidup hanya diukur dari kaca mata materialistis. 
Istilah yang sering diidentikkan atau memiliki kedekatan arti dengan 
korupsi antara lain ialah Ghulul. Ghulul merupakan istilah yang paling banyak 
digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits-haditsnya 
terkait dengan perilaku korupsi atau penggelapan harta publik (Suryanto dan 
Anip, 2016: 84). Definisi diatas menunjukkan bahwa ghulul terjadi pada 
penggelapan harta rampasan perang. Hal ini sejalan dengan makna Q.S Ali Imran: 
161 dan sejumlah hadis tentang ghulul. Namun melihat beberapa hadis lainnya, 
ghulul juga terjadi pada kasus pegawai/pejabat yang mengambil sesuatu di luar 
haknya yang diatur secara resmi. Pejabat yang menerima hadiah dari pihak 
tertentu terkait dengan tugasnya, dan orang yang mengambil tanah orang lain 
yang bukan haknya. 
Melihat unsur-unsur yang melingkupinya, cakupan makna ghulul bisa 





yang kini semakin canggih modus operasinya dan menjadi duri dalam kehidupan 
masyarakat. Hadits-hadits tentang ghulul berikut dinilai mewakili kajian tematik 
tentang korupsi. Hadis pertama terdapat dalam shahih Bukhari, kitab Al Jihad Wa 
Al-Sair, Nomor 2845: 
Ali bin Abdullah telah menceritakan hadis kepada kami. Sufyan telah 
menceritakan kepada kami. Dari Umar, dari Salim bin Abi Al-Ja’di, dari 
Abdullah bin Umar berkata: bahwa pada rombongan Rasulullah saw. .. Ada 
seorang bernama Kirkirah yang mati di medan perang. Rasulullah saw. 
bersabda: “dia masuk neraka”. Para sahabat pun bergegas pergi 
menyelidiki perbekalan perangnya. Mereka mendapatkan mantel yang ia 
korup dari harta rampasan perang. (H.R Bukhari). 
Beberapa tindakan berikut dapat dikategorikan sebagai ghulul, misalnya 
pejabat/ pegawai yang menggunakan fasilitas negara/publik untuk kepentingan 
pribadi atau kelompoknya, pejabat pengadaan barang yang me-mark up 
(menggelembungkan) biaya pembelian dari yang seharusnya, pegawai parkir yang 
tidak menyerahkan seluruh pendapatan parkir kepada yang berwenang, petugas 
pajak yang kongkalikong dengan wajib pajak dan mengajari bagaimana 
memperkecil tagihan pajak sembari menerima hadiah dari wajib pajak tersebut, 
pejabat yang tidak mengembalikan sarana dinas (kendaraan, rumah dan lain-lain) 
setelah tidak menjabat lagi. Hadiah bagi pejabat/pemegang kebijakan termasuk 
ghulul. Jika dalam menjalankan tugas atau jika terkait dengan tugasnya, seseorang 
yang memiliki jabatan atau mempunyai wewenang tertentu diberi hadiah oleh 
pihak lain dengan harapan pejabat tersebut dapat memberi kemudahan tertentu 
atau memberi keringanan tertentu atas suatu tuntutan, maka hadiah yang demikian 





Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan manusia untuk 
menghindari korupsi sekecil apapun, karena itu akan mendatangkan laknat Allah. 
Laknat tersebut sudah bisa dirasakan dalam bentuk kegelisahan hidup di tengah 
gelimang harta hasil korupsi. Melihat realita kecurangan yang terjadi di dunia 
pada umamnya dan di Indonesia pada khususnya. Nampaknya telah menjadi 
persoalan yang amat kronis yang telah menyebar luas ke seantero negeri dengan 
jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang 
makin beragam. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga 
menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas 
muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia (Suryanto dan Anip, 2016: 102). 
Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara 
sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam. 
1. Sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan 
sebaik-baiknya dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak 
mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasulullah Shallallahu 
Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa 
yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan 
disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak 
mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak 
mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang 
siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”. Oleh karena itu, 
harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan 





2. Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan 
seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu 
yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. 
Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk 
membagi dua hasil bumi Khaybar separo untuk kaum muslimin dan sisanya 
untuk orang Yahudi datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap 
berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk orang 
Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang 
kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. 
Mendengar ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) 
langit dan bumi tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Tentang suap 
Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” 
(HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul 
berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht 
(haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad). 
3. Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu jumlah 
kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang 
cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan 
semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang 
halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana 
telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus 
untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung 





kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, 
diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan 
cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan 
kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi 
dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. 
Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang 
sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. 
4. Teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para 
pemimpin dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang 
pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah sehingga ia takut 
melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan 
pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah pasti melihat semuanya dan 
di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Disinilah diperlukan 
keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri seekor 
unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan 
digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai 
Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar 
tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai 
menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan 
teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.  
5. Hukuman setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang 





kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah hukuman setimpal atas 
koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. 
6. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau 
menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi 
aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila 
kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku 
walaupun dengan pedang”. Dari sini terlihat dengan jelas bahwa Islam 
melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang mengenai 
pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih 
(Suryanto dan Anip, 2016: 107). 
D. Salah Saji Material 
Auditor memiliki tanggungjawab untuk memberikan keyakinan yang 
memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah 
saji yang material. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau 
kecurangan. Perbedaan antara kecurangan dan kekeliruan adalah tindakan yang 
mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangam. 
Kecurangan mengacu pada kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan 
tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan dengan tujuan tertentu 
sedangkan kekeliruan adalah tindakan yang tidak disengaja diakibatkan oleh salah 
perhitungan, salah pengukuran, salah estimasi serta salah interpretasi standar 
akuntansi (Mulyani dan Rindah, 2011). 
Salah saji material yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan 





kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen. Kecurangan 
dalam laporan keuangan seperti manipulasi catatan akuntansi/dokumen 
pendukung lainnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan, 
representasi yang salah dalam atau menghilangkan dari laporan keuangan, salah 
penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah 
klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Salah saji yang timbul dari 
perlakuan tidak semestinya terhadap aset seringkali disebut dengan 
penyalahgunaan/penggelapan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian asset, dll. 
Ada beberapa faktor utama penyebab timbulnya kecurangan itu sendiri, 
yaitu adanya kerja sama dengan pihak ketiga, adanya kerja sama antara pegawai 
instansi, adanya internal audit yang kurang memadai yang dapat memiliki 
dampak yang material terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan 
sehingga auditor eksternal tidak dapat memberikan pendapat “wajar tanpa 
pengecualian”. Penentuan apakah suatu laporan keuangan telah disajikan secara 
wajar pada umumnya dilakukan melalui pengujian (testing) terhadap sejumlah 
sampel dan bukan pengujian terhadap keseluruhan populasi. 
Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu 
penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan 
untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari 
perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva berkaitan dengan pencurian aktiva 
entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip 





dimana kecurangan adalah tindakan yang disengaja dalam memberikan laporan 
tentang fakta-fakta material yang salah, sehingga seseorang salah dalam 
mengambil keputusan karena menganggap fakta-fakta itu benar (Mulia dkk, 
2017).  
Kesalahan pencatatan akuntansi bisa dikategorikan menjadi kelalaian dan 
kecurangan, dimana kelalaian mengacu pada salah perhitungan, salah estimasi dan 
salah interprestasi standar akuntansi, sedangkan kecurangan mengacu pada 
kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan cara membaca atau 
menyesatkan laporan keuangaan (Mulyani dan Rindah, 2011). Kategori 
kecurangan ini didasarkan atas motivasi yang menguntungkan diri sendiri atau 
kepentingan kelompok. Pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah 
dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar 
penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya 
secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan 
secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Tindakan yang sering dilakukan dalam praktik kecurangan akuntansi 
adalah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, 
atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan 
secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan 
pribadi. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindakan penyimpangan pada 
laporan keuangan sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi 





akuntansi yakni salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan 
yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja  maupun tidak sengaja jumlah 
nominal atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai 
laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya 
terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat 
laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia.  
E. Rerangka Pikir 
Laporan keuangan adalah media utama untuk menyampaikan informasi 
keuangan kepada masyarakat dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan 
untuk mengelola keuangan secara mandiri sehingga hal ini menjadi salah satu 
penyebab terjadi penyimpangan (Adi dkk, 2016). Meskipun dengan melihat 
kejadian pada umumnya yang ada di dalam dunia sektor publik, terdapat berbagai 
tindakan penyimpangan dalam laporan keuangan yang sering dilakukan dan 
merupakan salah satu tindakan kecurangan akuntansi, berupa penghilangan 
jumlah nominal dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan 
keuangan. Namun fakta tersebut tidak berlaku untuk beberapa daerah contohnya 
kota Makassar, hal ini dibuktikan dengan presetasinya mendapatkan penghargaan 
piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berturut-turut 
sebanyak tiga kali. 
Hal ini menandakan bahwa internal audit pemerintah kota Makasaar 





sehingga pengendalian internal berjalan dengan baik dan efisien. Pencegahan 
permasalahan kecurangan akuntansi perlu dirancang suatu sistem pengendalian 
internal yang efektif. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh internal audit 
pemerintah kota Makassar terbagi atas dua macam yaitu upaya yang dilakukan 
berdasarkan instansi dan berdasarkan individu. Bila melihat dari sisi instansi maka 
upaya yang dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar untuk mencegah terjadinya 
salah saji material cukup luas yakni dengan mengikuti aturan sesuai dengan 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. 
Selain itu juga dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada auditor agar 
meningkatkan kompetensinya. 
Dilihat dari sisi individu, upaya yang dilakukan sebagai auditor internal 
Inspektorat kota Makassar yakni dengan melakukan evaluasi diri terhadap 
kesalahan yang diperbuat sebelumnya baik itu sengaja maupun tidak. Sehingga 
hal inilah yang menjadikan muhasabah (evaluasi diri) penting untuk diaplikasikan 
manusia dalam menjalani kehidupan, dan dapat bercermin dari apa yang telah 
terlewatkan, melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kekhilafan yang pernah 
diperbuat, mengambil hikmah dan pelajaran darinya, serta mempersiapkan sesuatu 
yang jauh lebih baik dan bermanfaat untuk masa depan. Selain dapat mendorong 
orang untuk menyadari kekhilafannya, dapat pula memotivasi orang mendekatkan 
diri kepada Allah dan mendorong kearah hidup bermakna dalam dataran 





Terlepas dari itu, apabila dikaitkandengan teori maka teori atribusi dirasa 
sesuai dengan tulisan ini dimana teori atribusi menggambarkan bagaimana 
seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang 
menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Apakah perilaku itu 
disebabkan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter dan sikap atau disebabkan 
oleh faktor eksternal situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang 
melakukan perbuatan yang kurang baik. Sehingga dengan adanya upaya internal 
audit yang baik dan didukung oleh upaya para individu yang terdapat dalam 
instansi tersebut maka melahirkan pencegahan salah saji material yang baik. 












































A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati. Sugiyono (2016: 8) metode penelitian kualitatif sering disebut 
metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 
alamiah (natural setting); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya 
metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; 
disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 
bersifat kualitatif. Penelitian kualiatif didasarkan pada dua alasan yaitu, pertama 
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data 
lapangan yang sifatnya aktual dan konstektual. kedua, pemilihan pendekatan ini 
berdasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan 
dengan fakta alaminya. Lokasi penelitian dilakukan pada Inspektorat Kota 
Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenmenologi. 
Menurut Nurhayati (2015) dengan fenomenologi penelitian di bidang akuntansi 
dapat merefleksikan pengalaman peneliti dalam melihat realitas sosial akuntansi, 
sejauh mana pengalaman tersebut secara intensif masih berhubungan dengan suatu 
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objek yang ditelitinya. Fenomenologi sendiri berusaha melihat struktur yang 
implisit menjadi implisit dan memaknai pengalaman seseorang. Metode ini 
ditujukan untuk menggambarkan elemen yang mendasar dalma fenomena untuk 
mengungkap esensi universal yang medasari kesadaran manusia. 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 
dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan 
peneliti (Umar, 2014: 42). Peneliti dapat mengontrol data tersebut, dapat 
mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang 
tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya 
dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Sementara data sekunder 
merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 
peneliti (Umar, 2014: 42). Data sekunder diperoleh dari buku-buku, 
dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsiparsip 
resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara 
 Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
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diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal–hal dari responden yang 
lebih mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan 
informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan 
secara langsung dengan informan di kantor Inspektorat kota Makassar. 
Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan 
mewakili. 
Data informan 
a. Nama  : Arnawanty, S.E., M.M.,Ak., CA 
Jabatan  : Auditor Madya 
Masa Waktu Kerja : 11 Tahun 
Agama  : Islam 
b. Nama  : Husmawati, S.E 
Jabatan  : Auditor Madya 
Masa Waktu Kerja : 13 Tahun 
Agama  : Islam 
2. Studi Pustaka 
 Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan 
perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep 
dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang 
penelitian.  
3. Studi Dokumentasi 
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Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data 
sekunder yang bersumber dari dokumen-dokemen yang terkait dengan penelitian. 
4. Internet Searching 
 Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna 
melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori 
berkaitan masalah yang diteliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan berupa alat penunjang yang dapat 
mengukur ataupun menggambarkan fenomena yang diamati. Adapun alat-alat 
penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian perekam suara,  
kamera dan alat tulis. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Proses analisis data yang dilakukan adalah (1) mentranskripsikan rekaman 
hasil wawancara ke dalam tulisan; (2) bracketing (epoche) adalah membaca 
seluruh data (deskripsi) tanpa prakonsepsi; (3) tahap horizonalization adalah 
menginventarisasi pernyataan pernyataan penting yang relevan dengan topik; (4) 
tahap cluster of meaning adalah rincian pernyataan penting itu diformulasikan ke 
dalam makna, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu; (5) tahap 





G. Pengujian Keabsahan Data 
Salah satu cara yang paling penting dalam uji keabsahan hasil penelitian 
adalah dengan melakukan triangulasi yaitu dengan triamulasi peneliti, metode, 
teori ataupun sumber data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah 
penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus 
untuk menguji data yang diperoleh. Sugiyono (2007:270) Uji keabsahan data 
dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), 
transferability (validitas eksternal). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan 
data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.  
1. Credibility (Validitas Internal)  
Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 
penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang 
dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.  
a. Perpanjangan Pengamatan  
Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ 
kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 
kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan 
sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. 
Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan 
sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling 
timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin 
banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji 
kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data 
yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke 
lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah 
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dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat 
dipertanggungjawabkan / benar berarti kredibel, maka perpanjangan 
pengamatan perlu diakhiri. 
b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian  
Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 
kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau 
direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan 
merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah 
data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau 
belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan 
dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian 
terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan 
hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka 
peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada 
akhirnya laporan yang dibuat akan smakin berkualitas. 
2. Transferability  
                    Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 
Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 
diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut 
diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai 
transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. 
Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga 
ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar 
Sesuai Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat 
Daerah,  Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan 
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas 
tersebut menyelenggarakan fungsi:  
a. Perencanaan program pengawasan 
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan  
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 
Untuk memenuhi target RPJMN, maka BPKP Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tahun 2017 di Inspektorat daerah Kota Makassar, 
melakukan Penilaian untuk Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3. Atas 
Penilaian ini Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mencapai Kapabilitas APIP 
Level 3. Demikian pula dengan Maturitas SPIP, pihak BPKP Perwakilan Provinsi 
Sulawesi  Selatan pada Tahun 2017 di Inspektorat Daerah Kota Makassar, melalui 
Reassement maka berdasarkan laporan nomor: LAP-804/PW21/3/2017 
mendapatkan nilai “3, 226” atau “terdefinisi”.  
Kantor Inspektorat Kota Makassar, adalah suatu badan instansi pemerintah 
yang berada di daerah Kota Makassar dan terletak di Perumahan Griya Fajar Mas 
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Jl. Teduh bersinar No. 7 Makassar. Inspektorat daerah Kota Makassar dibentuk 
berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 8 tahun 2016 tentang 
pembentukan dan susunan perangkat daerah. Inspektorat daerah Kota Makassar 
adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh 
seorang inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
bertanggungjawab kepada walikota dan secara teknis administrative mendapat 
pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat Daerah Kota Makassar telah 
memperoleh Sertifikat ISO 9001: 2008 dan yang terbaru adalah 9001:2015 
tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan United Registrar of System. 
2. Visi dan Misi 
Visi inspektorat daerah Kota Makassar yaitu “Mewujudkan Pemerintah 
yang Bersih dan Berwibawa Melalui Pengawasan yang Efektif dan Profesional”. 
Untuk mewujudkan visi tersebut didukung dengan misi “Terwujudnya 
Pengawasan Internal Pemerintah Kota Makassar yang Efektif”. 
3. Susunan Organisasi Inspektorat 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh 
seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
bertanggungjawab kepada Walikota Makassar dan secara teknis administrative 
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. 
Susunan organisasi Inspektorat menurut Peraturan Daerah Kota Makassar 





2. Sekretaris terdiri atas : 
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan 
c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
3. Inspektur Pembantu Wilayah I 
4. Inspektur Pembantu Wilayah II 
5. Inspektur Pembantu Wilayah III 
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
Tugas dan fungsi jabatan pada kantor Inspektorat Kota Makassar 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:  
a. Inspektur 
Tugas dan fungsi inspektur pada pasal 7 yaitu;  
1) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, 
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Inspektur menyelenggarakan fungsi :  
a) Penyusunan kebijaksanaan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah;  
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b) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
kegiatan pengawasan;  
c) pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan;  
d) penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaran 
pemerintahan daerah;  
e) pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan; 
f) pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program, 
pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum 
dan urusan rumah tangga inspektorat;  
g) pembinaan kelembagaan, jabatan fungsional auditor dan 
pengembangan sumber daya manusia.  
b. Bagian Tata usaha 
 Tugas dan Fungsi bagian Tata Usaha pada Pasal 8 adalah: 
1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan 
pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan 
organisasi dalam lingkup Inspektorat di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Inspektur 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan 
pengendalian program kerja pengawasan; 
b. menghimpun, mengirim dan menyimpan laporan hasil 
pemeriksaan/pengawasan aparat fungsional pengawasan; 
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menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis 
fungsional;  
c. menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam 
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;  
d. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat 
menyurat dan rumah tangga; 
e. melaksanakan administrasi jabatan fungsional.  
c. Kelompok Jabatan Fungsional  
Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional yaitu: 
1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas 
melaksankan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliaan yang 
masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua kelompok dengan 
tugas melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan audit/pemeriksaan serta 
melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan 
fungsi : 
a. perumusan dan penyusunan daftar materi audit;  
b. perumusan dan penyusunan program kerja audit;  
c. perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian 
dan pelaporan kegiatan audit; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Inspektur.  
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Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2005 menyatakan 
bahwa Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan 
pada instansi pemerintah dan masyarakat umum.  
Kemudian, pada Pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa 
pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan Pasan (2) ditetapkan bahwa penempatan Pejabat 
Fungsional Auditor ke dalam kelompok Jabatan Fungsional Auditor 
ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. 
Secara teknis, stuktur organisasi inspktorat kota makassar 



































































d. Sumber Daya Manusia 
 Jumlah personil Inspektorat Daerah Kota Makasar sebanyak 84 (delapan 
puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan  
 
No Uraian Bazetig 
1. Inspektur 1 
2. Sekretaris 1 
3. Inspektur Pembantu 4 
4. Kepala Sub Bagian 3 
5. Pejabat Fungsional Auditor 23 
6. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) 3 
7. Pejabat Fungsional Umum 26 
8. Pegawai Kontrak 23 
 Jumlah 84 
Sumber: Profil Inspektorat Daerah Kota Makassar (2017) 
e. Program Dan Kegiatan Tahun 2017 
1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH meliputi kegiatan-
kegiatan berikut: 
 
a) Pelaksanaan pengawasan internal secara Komprehensif pada Unit 
Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar 
b) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota 
Makassar 
c) Pengelolaan Data Base Hasil Pengawasan 
d) Inventarisasi Hasil Temuan Pemeriksaaan 
e) Pemutakhiran Data Temuan Tindak lanjut Hasil  Pemeriksaan 
Inspektorat Kota Makassar 
f) Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP 
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g) Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Hasil 
Temuan Aparat Pengawasan Internal 
h) Review Laporan Keuanngan Pemerintah Daerah 
i) Penilaian Kredit Jabatan Fungsional Auditor 
j) Pemantauan dan Pemeriksaan Kegiatan Belanja Modal OPD 
Lingkup Kota Makassar  
k) Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada OPD 
Kota Makassar 
l) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK 
m) Pemeriksaan Dana BOS 
n) Inventarisasi Wajib LP2P PNS 
o) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi 
p) Evaluasi LAKIP OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar  
q) Monitoring dan Evaluasi atas Pencatatan Aset Hasil Pengadaan 
Barang dan Jasa yang Bersumber dari Dana APBD dan non 
APBD 
r) Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun OPD Lingkup 
Pemerintah Kota Makassar  
s) Pendampingan Pemeriksaan Eksternal  
t) Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun OPD 
Lingkup Pemerintah Kota Makassar  
u) Pemantauan Rencana Aksi Daerah, Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi  
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v) Evaluasi Berkara Temuan Hasil Pengawasan 
w) Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa 
x) Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
y) Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 
z) Penyelesaian  Hasil Temuan Ombudsman RI 
aa) Monitoring Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara 
(LHKASN) Lingkup Pemerintah Kota Makassar. 
2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan 
Prosedur Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 
 
a) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan 
b) Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO. 
Tabel 4.2 
Daftar  Informan Penelitian 
 
No Nama Waktu 
Penelitian 
Jabatan 
1 Arnawanty, S.E., M.M.,Ak., CA 15 Oktober 2018 Auditor 
Madya 




B. Hasil dan Pembahasan Penelitian 
 
1. Cara Internal Audit  mencegah salah saji material 
Internal audit memiliki peran yang sangat krusial dalam pencegahan salah 
saji material. Apabila audit internal dalam suatu instansi berjalan dengan baik 
maka menandakan tingkat pengendalian internalnya juga berjalan baik sehingga 
bisa mencegah dari penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan. 
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Pengendalian internal adalah proses, kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh 
manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan 
laporan keuangan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku (Tuanakotta 2015: 
351). Sebagaimana pengendalian internal adalah sebuah prosedur, maka prosedur 
tersebut dijalankan oleh sekelompok audit internal. Oleh karena itu, audit internal 
menjadi bagian yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pengendalian internal 
yang baik dan efektif di organisasi sektor publik (Novriani dkk, 2015). Penelitian 
yang dilakukan Dewi dkk (2017) mengemukakan bahwa semakin tinggi 
pengendalian internal maka semakin tinggi pula pencegahan kecurangan yang 
dilakukan begitu pula sebaliknya. 
Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Armawanty selaku auditor senior di 
inspektorat kota Makassar, secara tersirat mengungkapkan pentingnya 
pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya salah saji material. 
“Masing-masing memang harus ada pengendalian internalnya yang secara 
khusus menangani semua masalah. Jadi semakin bagus dan baik 
pengendalian internal suatu instansi maka semakin kecil potensi 
kecurangan yang terjadi, dan kemungkinan salah saji pada laporan 
keuangan juga bisa terhindar.” 
 
Saat dikonfirmasi, Ibu Husmawati selaku auditor senior di inspektorat 
Makassar menyatakan bahwa tanggungjawab auditor tidak hanya sebagai 
pemeriksa tetapi juga sekaligus melakukan perbaikan atas kesalahan yang terjadi. 
“Kita di sini selaku pemeriksa sekaligus mengayomi jadi kalau ada 
kesalahan-kesalahan, yang material maupun tidak material maka harus 
dikembalikan untuk diperbaiki supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi 





Melihat hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
internal audit memiliki peran yang vital terhadap pelaksanaan pengendalian 
internal yang baik sehingga dapat mencegah salah saji material atas laporan 
keuangan. Sebab pada dasarnya tugas audit internal diarahkan sepenuhnya untuk 
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan 
yang akan dicapai. Namun terlepas dari hal tersebut internal audit memiliki peran 
yang vital selaku unit kerja yang mengevaluasi pengendalian internal yang ada 
agar didesain dengan memadai dan dijalankan dengan baik dan efisien. Oleh 
karena itu, selain bertugas untuk melakukan pemeriksaan, auditor juga memiliki 
tanggungjawab untuk memperbaiki kesalahan. 
Mengenai kesalahan saji yang kemungkinan terjadinya bisa disebabkan 
oleh kecurangan atau human error, pihak inspektorat menanggapinya bahwa 
selama ini tidak ditemukan adanya kesalahan saji yang material. Seperti yang 
dikemukakan oleh Ibu Arnawanty. 
“Salah saji material yah, di sinilah perannya kita bagaimana SPI. Jadi ada 
namanya SPI dan dia berjenjang reviewnya sehingga dimungkinkan untuk 
tidak terjadi salah saji, karena saji itu akan sangat berpengaruh sekali 
dengan laporan keuangan. Namun selama ini, kalau di inspektorat dalam 
laporan keuangan yang kami periksa kayaknya belum ada kejadian salah 
saji meskipun tidak dipungkiri, bisa saja terjadi. Jadi bagaimana caranya 
untuk mencegah itu, kita membuat SOP agar pengndaliannya itu 
mencakup semua mulai dari pembukuannya, jurnalnya, buku besarnya 
apakah ini sudah cocok pos-posnya.” 
 
Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Husmawati yang menyatakan 
bahwa kalaupun terdapat kesalahan, semuanya bersifat tidak material. 
“Kalau di inspektorat dalam laporan keuangan selama ini kayaknya belum 




Pengakuan oleh pihak inspektorat adalah pendukung atas kenyataan bahwa 
sejak tahun 2016, SKPD yang terlibat dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Kota 
Makassar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini 
membuktikan bahwa Inspektorat Kota Makassar mengambil peran yang penting 
dalam perolehan opini tersebut. Sejalan dengan penelitian Pearson (2014) yang 
berargumen bahwa auditor internal pemerintah mempunyai peran yang vital 
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas lembaga sektor publik. 
Imbauan mengenai tugas dan tanggung jawab internal audit tertuang dalam 
Peratuan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana 
pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berkaitan dengan upaya yang 
dilakukan oleh pihak Inspektorat mengenai pencapaian gemilang tersebut, Pihak 
Inspektorat Makassar mengaku bahwa mereka telah melakukan upaya untuk 
mencegah kesalahan saji dengan menyesuaikan komponen yang termaktub dalam 
COSO. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Arnawanty. 
“Kami berpedoman pada komponen dalam COSO dalam melakukan 
pemeriksaan. Bagaimanpun juga, efektivitas dalam pemeriksaan itu tidak 
akan tercapai kalau salah satu saja komponennya tidak terlaksana dengan 
baik.” 
 
Menurut COSO pengendalian internal sendiri memiliki beberapa 
komponen di dalamnya yang saling berkaitan yaitu lingkungan pengendalian, 
penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta 
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pengawasan. Ke lima komponen tersebut merupakan unsur yang membangun 
efektivitas suatu pengendalian internal. 
Komponen dasar dalam COSO adalah lingkungan pengendalian. 
Membangun lingkungan pengendalian yang baik adalah faktor dasar yang cukup 
penting. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen 
pengendalian internal yang menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi 
kesadaran pengendalian orang-orangnya, serta menyediakan disiplin dan struktur. 
Hal ini menyangkut sikap dan kesadaran dari pimpinan perusahaan, komite audit, 
manajer, pemilik perusahaan dan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan 
instansi untuk pencapaian tujuan instansi. Sejalan dengan hasil wawancara Ibu 
Arnawanty yang menyatakan bahwa: 
“Kami di sini memiliki bagian-bagian dan dikepalai oleh inspektur. Dalam 
melaksanakan penugasan atau pemeriksaan itu, masing-masing memiliki  
penangungjawabnya. Kemudian ada ketua tim dibawahnya ada anggota 
tim. Jadi reviewnya itu mulai dari hasil anggota kemudian direview oleh 
ketua tim dan selanjutnya direview lagi oleh wakil penganggungjawab 
atau pengendali teknis sehingga semuanya memiliki hubungan yang 
berkaitan.” 
 
Ibu Husmawati turut mendukung pernyataan Ibu Arnawanty yang 
menyatakan bahwa  
“Disini kami berjenjang tingakatannya dan dikepalai oleh inspektur, 
adapun dalam penugasan tetap hasil kerja anggota tidak serta merta 
diberikan kepada atasan tapi melalui ketua tim kemudian inspektur 
pembantu sehingga dalam melaksanakan tugas anggota bisa merasa sadar 
akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan”. 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa semua tingkatan 
yang terlibat di dalam, mulai dari tingkatan atas ke bawah merupakan lingkungan 
pengendalian yang memiliki hubungan saling terkait satu sama lain. Review 
52 
 
dimulai dari hasil pemeriksaan dari tingkat terbawah ke tingkat teratas struktur 
organisasi. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan pemeriksaan yang 
bertahap dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan seperti salah saji material 
ataupun kecurangan. Selain itu pemeriksaan secara bertingkat juga memungkinkan 
terciptanya komunikasi yang merata antar para auditor senior dan junior sehingga 
dapat meminimaisir adanya kesenjangan informasi. 
Komponen kedua adalah penilaian resiko. Penilaian risiko merupakan 
proses identifikasi, analisis pengelolaan resiko yang berkaitan dengan penyusunan 
laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Resiko 
merupakan berbagai bentuk ancaman dan ketidakpastian yang dihadapi oleh 
instansi dalam pencapaian tujuan. Penilaian resiko dalam struktur pengendalian 
internal terdiri dari mengidentifikasi dan menganalisis resiko relevan yang mungkin 
menghambat pencapaian tujuan organisasi, menyusun rencana untuk menentukan 
bagaimana mengelola resiko yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu 
Arnawanty dalam wawancaranya yang menyatakan: 
“Kalau pada saat dilaksanakan pemeriksaan kemudian ada salah saji 
meskipun tidak material maka tetap kita lakukan teguran, rekomendasi 
untuk diperbaiki dan kalau seumpanya dia bersifat material kita 
mengembalikan ke kas daerah. Teguran itu ditujukan agar ke depannya 
pencatatan dapat dilakukan lebih teliti lagi.” 
Oleh Ibu Husmawati yang menyatakan bahwa kesalahan yang terjadi akan 
ditelusuri terlebih dahulu penyebabnya sebelum melakukan perbaikan. 
“Pada saat dilakukan pemeriksaan kita terlebih dahulu harus melihat 
penyebabnya apa, kenapa hal ini bisa terjadi dan kemudian kita berikan 
teguran dan juga rekomendasi untuk diperbaiki dan untuk pencatatannya 




Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketika para 
auditor inspektorat berhasil mendeteksi adanya temuan salah saji, maka akan 
ditelusuri terlabih dahulu musabab untuk mengetahui apakah kesalahan tersebut 
bersifat sengaja atau terjadi karena adanya human error. Penelusuran dilakukan 
tidak sebatas pada kesalahan yang material tetapi menyangkut semua kesalahan 
saji meskipun nilainya tidak material. Selanjutnya pihak inspektorat akan 
memberikan rekomendasi berupa perbaikan dengan tujuan agar laporan tersaji 
secara andal. 
Komponen ke tiga adalah pengendalian, yaitu kebijakan dan posedur yang 
dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 
dilaksanakan. Setiap instansi harus membuat aktivitas pengendalian khusus 
berupa kebijakan dan prosedur untuk membantu manajemen dalam menjamin 
bahwa manajemen telah memberikan arahan yang tepat oleh karena itu, aktivitas 
pengendalian tertentu diarahkan untuk menghadapi resiko tertentu yang telah 
diidentifikasi selama penilaian resiko. Masalah yang timbul kemudian adalah, 
beberapa rekomendasi atau arahan tidak serta merta dapat diterima. Oleh karena 
itu pihak inspektorat sebisa mungkin melakukan konfirmasi mengenai penolakan 
rekomendasi yang diberikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Husmawati 
yang menyatakan bahwa: 
“Kami tetap melakukan penelusuran apa yang menyebabkan hal tersebut 
terjadi dan bila diberi rekomedasi tidak diindahkan tetap kami konfirmasi 
ulang penyebab dan akibatnya seperti apa kedepannya supaya tidak terjadi 




Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Arnawanty bahwa 
penolakan rekomendasi adalah sebuah informasi yang tetap harus dilaporkan 
untuk ditindaklanjuti. 
“Kami disini memeriksa itu bukan hanya dalam kita mencari yang material 
tapi semua, segala aspek kita periksa mulai dari aparaturnya yang tidak 
disiplin, administrasi keuangan sampai dengan pelaksanaan-pelaksaan 
kegiatan. Jadi kalau ada yang pada saat dilakukan pemeriksaan terus 
rekomendasi tidak diindahkan tetap kami masukkan sebagai informasi 
bahwa pernah ada kejadian begini dan begini kondisi yang ditemukan, jadi 
tetap akan menjadi temuan”. 
 
Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa aktivitas pengendalian 
dilakukan guna menjamin bahwa rekomendasi yang diberikan diterima dengan 
baik. Meskipun beberapa rekomendasi hanya berujung pada penolakan, pihak 
inspektorat tetap akan melakukan konfirmasi untuk menelusuri alasan di balik 
tertolaknya rekomendasi tersebut dan akibat yang ditimbulkannya. 
Komponen ke empat adalah informasi dan komunikasi, yaitu sistem yang 
diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, 
mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan 
pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Informasi harus 
diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga setiap pegawai dapat 
menggunakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Disampaikan dalam 
wawancaranya oleh Ibu Arnawanty menyatakan bahwa: 
“Informasi-informasi yang kami peroleh itu ditelusuri dulu sumbernya, 
kalau-kalau ada yang tidak valid, kita lakukan konfirmasi, kita kumpul, 
kita cek fisik kelapangan, komunikasikan ke pihak ke tiganya.” 
 




“Sebagai auditor kita dituntut untuk lebih peka terhadap informasi. Prinsip 
kehati-hatian itu harus benar-benar tertanam dalam diri setiap auditor, biar 
infomasi yang diterima tidak asal comot.” 
 
Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa informasi-informasi yang 
diterima oleh pihak Inspektorat harus disaring terlebih dahulu melalui proses 
konfirmasi dan pengecekan fisik untuk memperoeh kevalidan atas data. Sebagai 
internal audit memang sepatutnya melakukan penelusuran tentang informasi yang 
ada agar informasi yang disajikan dapat lebih terjamin keandalannya. 
Kemudian yang terakhir adalah pengawasan yaitu proses penilaian mutu 
kinerja sistem pengendalian internal sepanjang waktu yang bertujuan untuk 
menilai kualitas dari sistem pengendalian internal setiap saat dalam proses 
pelaksanaan kegiatan yang terus menerus secara terpisah maupun gabungan. Hal 
ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Arnawanty bahwa: 
“Kita lakukan lagi monitoring dari hasil temuan karena akan diekspos 
bahwa sekian temuan administrasi, sekian temuan keuangan dan sekian 
telah ditindak lanjuti kan itu menjadi peniliaian BPK juga.” 
 
Sejalan dengan hal yang dikatakan dengan ibu Husmawati yang 
mengatakan bahwa: 
“Pengawasan tetap kami lakukan karena kami di sini sebagai pemeriksa 
dan melakukan pembinaan, pengawasan untuk bagaimana kedepannya 
lebih baiknya”. 
 
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tetap dilakukan monitoring 
atau pengawasan terhadap kinerja dari berbagai dinas karena selain pemeriksa 
inspektorat juga memberikan pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, 
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Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan oleh perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Pujiswara dkk (2014) yang menyatakan bahwa melalui pengawasan, 
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk 
mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 
Auditor internal yang melakukan pemeriksaan bisa saja melakukan 
kesalahan yang diakibatkan oleh diri sendiri berupa kekhilafan atau kesengajaan  
atau dengan adanya iming-iming dari pihak luar seperti klien ataupun atasan. 
Akan tetapi, dengan melihat tugas dan tanggungjawab mereka sebagai internal 
audit pemerintah yang cukup berat memang diperlukan tameng dalam diri agar 
tidak tergoda oleh iming-iming dan terbebani oleh atasan sehingga dapat menjaga 
agar tidak kecolongan. Bukti yang cukup menandakan internal audit pemerintah 
kota Makassar menjalankan tugasnya dengan baik salah satunya mengevaluasi 
pengendalian internal yakni meraih penghargaan piagam Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) yang didadapatkan pemerintah kota Makassar tiga kali 
berturut-turut. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan Tuanakotta (2015: 93) 
menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang, diimplementasikan, dan 
dipelihara oleh TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko 
bisnis dan risiko kecurangan yang mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti 
laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyani dan Rindah (2011) yang 
menunjukkan bahwa SPI mempunyai peran dan fungsi yang signifikan dalam 
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meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. 
Parasayu dan abdul (2014) menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas hasil audit internal dan integritas berpengaruh yang 
signifikan terhadap kualitas hasil audit internal. Sari (2016) menemukan bahwa 
pembinaan dan pengawasan secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu. Mahmudah dan 
Riyanto (2016) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh 
terhadap kefektifan internal audit. Rubniah dkk (2017) menemukan bahwa 
struktur audit, pengalaman dan independesi berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja auditor internal. Setiawan dan Murya  (2018) menunjukkan 
bahwa peran auditor internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai. 
2. Muhasabah Auditor Internal dalam mencegah Salah Saji Material 
Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. 
Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah tindakan yang 
mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. 
Kecurangan mengacu pada kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan 
tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan dengan tujuan tertentu 
sedangkan kekeliruan adalah tindakan yang tidak disengaja diakibatkan oleh salah 
perhitungan, salah pengukuran, salah estimasi serta salah interpretasi standar 
akuntansi. 
Di sisi keagamaan, dalam beberapa ayat dan hadist menjelaskan 
bagaimana cara agar kita senantiasa berada dijalan Allah Subhana Wa ta’ala, 
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bagaimana kita menerima informasi, menjalankan sebuah amanah dan selalu 
melakukan evaluasi diri. Salah satunya yaitu konsep amar makruf nahi munkar 
juga dijelaskan dalam Q.S al-Imran/3: 104: 
ﻦَُﻜﺘۡﻟَو  ۡﻢُﻜﻨ ِّﻣ  ٞﺔ ﱠُﻣأ  َنﻮُﻋَۡﺪﯾ ﻰَﻟِإ  ِﺮۡﯿَﺨۡﻟٱ  َنوُﺮُﻣَۡﺄﯾَو  ِفوُﺮۡﻌَﻤۡﻟِﭑﺑ  َنۡﻮَﮭۡﻨَﯾَو  ِﻦَﻋ 
 ِۚﺮَﻜﻨُﻤۡﻟٱ  َﻚِﺌ
ٓ َٰﻟُْوأَو  ُﻢُھ  َنﻮُﺤِﻠۡﻔُﻤۡﻟٱ  ١٠٤ 
Terjemahnya: 
“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. al-Imran/ 3: 
104). 
 
Ayat tersebut menjelaskan konsep dimana perintah untuk menjalankan apa 
yang di perintahkan yaitu kebaikan dan apa yang dilarang yaitu kejahatan 
tentunya semua yang sifatnya menjadi perintah harus kita lakukan dan apa itu 
yang dilarang harus kita cegah (Suryanto dan Anip, 2016: 83). Semua konsep 
yang ada didunia ini pada prinsipnya sudah ada dalam al-Quran dan Sunnah 
sehingga memiliki alasan yang jelas mengapa harus dicegah karna pasti akan 
berakibat negatif untuk kehidupan manusia. 
Selain ayat diatas, hal yang bisa kita lakukan agar mencegah diri dari 
perbuatan keji dan mungkar yakni meneladani 4 sifat Rasulullah yaitu Shiddiq, 
amanah, tablig dan dan fathonah (Sakdiah, 2016). Shiddiq berarti jujur dalam 
perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga 
tanggungjawab, sedangkan tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan 
dan fathonah berarti cerdas dan bijaksana (Zahroh dan Muhammad, 2015). 
59 
 
Dalam penelitian ini pemaparan oleh para informan menyiratkan bahwa 
para auditor meneladani sifat Rasulullah dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
auditor internal, hal ini disampaikan oleh ibu Arnawanty bahwa: 
“Alhamdulillah kalau kita disini tidak ada yang seperti itu karena sudah 
dari awal kita dikader supaya tidak mau terpengaruh suap dan sebagainya. 
Alhamdulillah juga memang kita di sini jalankan terus sholat bersama jadi 
masing-masing dilandasi iman yang kuat. Mungkin dulu pernah ada 
ucapan terima kasih tapi mulai tahun 2007 sudah tidak ada lagi karena 
sudah dikader, dan juga disini ada namanya UPG (Unit Pengendali 
Gratifikasi). Jadi kita melapor seandainya ada hal-hal semacam itu, baik 
itu dalam bentuk makanan maupun bentuk lainnya sebagai antisipasi. Di 
samping imannya memang Alhamdulillah teman-teman itu kuat tdak 
terpengaruh dengan yang begitu-begitu. Kita juga pasti selalu melakukan 
evaluasi diri untuk bagaimana ke depannya bisa jadi lebih baik.” 
 
Hal serupa dipaparkan oleh Ibu Husmawati bahwa: 
 
“Alhamdulillah kalau saya pribadi tidak terpengaruh dengan yang begitu-
begitu seperti ucapan-ucapan terima kasih karena kami sadar memang 
kalau salah kenapa mesti dibenarkan apa lagi dengan bantuan suap-suap. 
Selalu kami evaluasi diri di mana terdapat kesalahan sebelumnya, maka ke 
depannya harus dihilangkan. Saya rasa semua tahu bagaimana terkenalnya 
kinerja dari Inspektorat kota Makassar ini yang anti seperti itu.” 
 
Berdasarkan pemaparan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa jujur 
dan terbuka adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh pihak inspektorat. Hal tersebut 
dilakukan dengan cara menanamkan nilai kejujuran melalui kegiatan 
pengkaderan. Selain itu pihak inspektorat menghadirkan Unit Pengendali 
Gratifikasi (UPG) sebagai upaya untuk pencegahan adanya tindak suap atau hal 
serupa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Najm/ 53: 4-5. 
“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur’an) menurut kemauan hawa 
nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
kepadanya”. [An-Najm/53: 4-5]. 
 
Sementara dalam segi pemeriksaan, pihak inspektorat melakukan 
pemeriksaan secara menyeluruh yang tidak hanya menitikberatkan pada 
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pemeriksaan laporan keuangan tetapi menyangkut semua aspek material yang 
mempengaruhi kinerja. Seperti yang dijelaskan ibu Arnawanty bahwa: 
“Tanggung jawab pemeriksaan kami itu tidak hanya fokus pada laporan 
keuangan, tetapi segala aspek kita periksa mulai dari aparaturnya yang 
tidak disiplin, administrasi keuangan sampai dengan pelaksanaan-
pelaksaan kegiatan.” 
 
Pemaparan oleh Ibu Arnawanty tersebut menandakan bahwa pihak 
inspektorat berusaha menjalankan amanah dengan baik, sebab dalam 
melaksanakan tugas, semuanya dilakukan secara totalitas. Hal tersebut juga tidak 
terlepas dari dukungan materi. Oleh karena itu untuk dapat lebih efektif dan 
efisien dalam menjalankan tugasnya auditor internal juga diberikan fasilitas-
fasilitas berupa kendaraan dinas ataupun fasilitas lain seperti laptop. Dijelaskan 
oleh ibu Arnawanty bahwa: 
“Memang teman-teman kami berikan fasilitas-fasilitas yang dapat 
menunjang mereka dalam melakukan tugasnya sebagai auditor internal, 
dan kami persilakan untuk dibawa pulang karena kita tahu mereka pasti 
bertanggungjawab dengan hal yang diamanahkan. Misalnya laptop, 
pekerjaan mereka bisa saja terhambat kalau setiap pulang harus pindahkan 
file terus dirumah pakai laptop sendiri begitu juga dengan kendaraan, akan 
tidak efektif dan efisien waktu yang dimiliki dan jelas itu memakan waktu. 
Intinya mereka harus bertanggungjawab dengan benda yang diamanahkan 
untuk dijaga begitupun dengan pekerjaan mereka, harus dikerjakan sesuai 
aturan yang ada.” 
 
Hal senada juga disampaikan ibu Husmawati bahwa: 
 
“Teman-teman kita berikan fasilitas itu untuk pekerjaan mereka, bukan 
untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau dibawa pulang bisa, asal dijaga. 
Yang salah biasanya ada teman-teman yang diberikan fasilitas terus 
kemudian dia dipindah tempatkan tapi barangnya dibawa juga, kami tetap 
melakukan tindakan karena itu merupakan aset kantor.” 
 
Dari wawancara diatas diketahui bahwa auditor tidak hanya 
bertanggungjawab  atas pekerjaan mereka tetapi sekaligus memikul amanah untuk 
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menjaga dengan baik fasilitas yang diberikan. Hal tersebut dilakukan agar tugas 
dan tanggung jawab para auditor dapat dilakukan semaksimal mungkin sehingga 
amanah yang diberikan dapat dijaga dengan baik pula. Sebagaimana dalam Q.S. 
Al-A’raf/ 7: 68 sebagai berikut: 
“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku 
hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.” [Al-A’raaf/7: 68]. 
 
Sementara dari segi tablig yaitu menyampaikan segala macam kebaikan. 
Auditor internal memberikan informasi yang andal untuk menjamin 
keberlangsungan instansi yang diaudit. Seperti yang disampaikan ibu Arnawanty 
bahwa: 
“Kita semua sangat tahu kan kalau laporan keuangan itu sangat penting 
bagi instansi. Tentu saja kita selaku pemeriksa harus menyiapkan infomasi 
yang dapat diandalkan. Kita ungkapkan apa adanya, bukan malah 
membenarkan yang salah. Karena bagaimanapun juga ini menyangkut 
masalah pengambilan keputusan.” 
Pendapat ini selaras dengan pendapat ibu Husmawati yang menyatakan 
bahwa: 
“Bisa dibilang kalau laporan keuangan itu merangkum separuh hidup 
instansi. Kalau laporannya saja sudah kacau, tidak andal, bagaimana 
instansi dapat bertahan kan? Untuk itulah kita sebisa mungkin memeriksa 
dengan teliti, supaya informasi yang disampaikan dapat membantu. Kalau 
ternyata terdapat hal yang tidak sesuai, kita beri masukan supaya 
diperbaiki.” 
 
Dari wawancara di atas diketahui bahwa auditor internal memberikan 
informasi untuk menjaga kebaikan instansi yang diaudit. Dalam hal ini pihak 
Inspektorat mengungkapkan informasi apa adanya sesuai dengan yang terjadi. 
Jika kemungkinan ditemukan adanya kesalahan, maka pihak yang terlibat akan 
mendapat informasi dari Inspektorat untuk dilakukan perbaikan. Dalam firman 
Allah SWT, Q.S. Al-Jin/ 72 :28 tersirat bahwa Rasulullah telah menyampaiakan 
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risalah dari Allah SWT, dan sesungguhnya apa yang datang dari Allah adalah 
tidak lain merupakan sebuah kebajikan. 
“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah 
menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya 
meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu 
satu persatu.” [Al-Jin/ 72: 28]. 
 
Kemudian fathonah berarti cerdas dan bijaksana. Tanggung jawab sebagai 
auditor internal merupakan sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Individu yang terlibat paling tidak harus memiliki kecerdasan intelektual untuk 
mampu melaksanaan tugas dengan efektif. Oleh karena itu para calon auditor 
harus melalui proses rekrutmen yang memadai. Hal ini ditujukan agar pihak-pihak 
yang terlibat menangani masalah pemeriksaan dapat menghasilkan pekerjaan yang 
andal. Seperti halnya orang-orang yang tergabung dalam Inspektorat Kota 
Makassar adalah mereka yang telah melalui proses yang komplit. Sebagaimana 
yang disampaikan oleh Ibu Arnawanty bahwa: 
“Disini kami melakukan perektrutan ada dua jalur yaitu formasinya 
memang sebagai auditor yaitu lewat  CPNS dan ada juga impassing yaitu 
selain CPNS, jadi kalau ada yang mau jadi auditor tapi bukan basicnya ya 
bisa dengan cara kami ikutkan pelatihan dan kalau sudah jadi masuk di sini 
tetap kami lakukan lagi pengkaderan untuk ditempa agar dalam melakukan 
pekerjaannya, bisa bertanggungjawab dan jelas berkompeten.” 
 
Sejalan dengan yang dipaparkan Ibu Husnamawati bahwa: 
“Teman-teman di sini sebelum mereka masuk mereka itu sudah diikutkan 
pelatihan, terus masuk ke sini ada lagi tahapannya seperti pengkaderan 
supaya dalam melaksanakan tugasnya teman-teman bisa berkompeten dan 
bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi.” 
 
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum menjadi auditor, 
para calon auditor harus diseleksi terlebih dahulu kompetensinya untuk dapat 
tergabung dalam ranah Inspektorat. Kemudian tetap melakukan pelatihan untuk 
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meng-update kemampuan yang dimilki, sehingga dengan kompetensi tersebut 
dapat memberikan rekomendasi yang baik untuk auditeenya.  
Adanya sifat Rasulullah yang diteladani oleh para auditor internal 
Inspektorat Kota Makassar membuat mereka dalam melaksanakan tugasnya selalu 
senantiasa mengingat kepada Allah. Sementara ketika terjadi kesalahan dalam 
melaksanakan mereka selalu mengevaluasi diri agar tidak terjerumus kembali 
kejalan yang salah. Sebagaimana dalam penjelasan Q.S. al-Hasyr/59: 18 berikut: 
 ﱠﺪَﻗ ﺎ ﱠﻣ ٞﺲۡﻔَﻧ ۡﺮُﻈَﻨﺘۡﻟَو َ ﱠ ٱ ْاُﻮﻘﱠﺗٱ ْاُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ َۚ ﱠ ٱ ْاُﻮﻘﱠﺗٱَو ٖۖﺪَﻐِﻟ ۡﺖَﻣ
  َنُﻮﻠَﻤَۡﻌﺗ ﺎَﻤِﺑ ُۢﺮﯿِﺒَﺧ َ ﱠ ٱ ﱠنِإ١٨ 
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Hasyr/59: 18). 
 
Ayat diatas adalah menyiratkan perintah untuk senantiasa mengevaluasi 
(muhasabah) diri dan membuat perencanaan yang baik untuk masa mendatang. 
Adalah sebuah kewajaran jika manusia berbuat salah, namun akan sangat 
merugikan ketika kesalahan tersebut tidak disadari dan tidak pula diperbaiki. Oleh 
karena itu muhasabah sangat berperan penting dalam mengendalikan keinginan 
manusia yang tidak terbatas, tanpa ada muhasabah manusia bisa saja terlena dan 
lupa akan hakikat hidup yang sebenarnya. Apalagi ketika keinginan-keinginan itu 
sudah terkontaminasi unsur hedonis, dimana kepuasan, kesenangan dan 
keberhasilan hidup hanya diukur dari kaca mata materialistis. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Yuliana (2013) yang mengatakan bahwa muhasabah 
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merupakan titik acuan untuk melakukan instropeksi diri bagi bank syariah untuk 
kembali kejalan yang benar. 
Dikaitankan dengan teori  atribusi,  bahwa perilaku seseorang ditentukan 
oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dalam 
diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu 
faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau 
keberuntungan. Auditor internal yang melakukan pemeriksaan bisa saja 
melakukan kesalahan yang diakibatkan oleh diri sendiri berupa kekhilafan 
maupun kesengajaan atau dengan adanya iming-iming dari pihak luar seperti klien 
ataupun atasan. Akan tetapi, dengan membudayakan muhasabah sekaligus 
mengaplikasikan sifat Rasulullah, maka kemungkinan untuk terjerumus ke dalam 
liang kesalahan menjadi lebih kecil. Sebab tujuan dari dilaksanakannya tugas 
bukan hanya bermuara pada kepuasan materi, tetapi juga untuk tujuan yang 
bersifat imateri. Penghargaan piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
yang didadapatkan pemerintah kota Makassar selama tiga kali berturut-turut, 
adalah bukti nyata bahwa pihak Inspektorat Kota Makassar betul-betul 







Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka dapat di 
simpulkan bahwa: 
1. Dalam ruang lingkup instansi, cara yang dilakukan internal audit dalam 
mencegah salah saji material yaitu dengan melakukan pengendalian internal 
yang baik dan pembinaan serta pengawasan kepada instansi yang diaudit. 
Selain itu juga melakukan tugasnya berdasarkan undang-undang yang telah 
ditetapkan. 
2. Evaluasi diri atau muhasabah merupakan salah cara yang dilakukan auditor 
internal Inspektorat kota Makassar untuk mencegah salah saji material 
berdasarakan perpektif islam, dibuktikan dengan Surah Al-Hasyr Ayat 18 
yang menganjurkan untuk selalu mengintropeksi diri untuk hidup yang lebih 
baik kedepannya. Selain itu teladan sifat Rasulullah juga dilakukan yaitu 
shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat 
dipercaya dalam menjaga tanggungjawab, tablig berarti menyampaikan 
segala macam kebaikan dan fathonah berarti cerdas dan bijaksana. Sehingga 
membuat auditor internal enggan untuk berbuat curang dengan 
mempertimbangkan sanksi dunia maupun akhirat. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka implikasi 
yang diajukan peneliti berupa: 
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1. Setiap manusia sekiranya melakukan tugas yang diamanahkan dengan selalu 
bermuhasabah. 
2. Meningkatkan pencegahan kesalahan dan kecurangan dengan peningkatan 
pengendalian internal. 
3. Menjaga nama baik auditor dan instansi karena menjalankan tugas 
berlandaskan peraturan instansi dan selalu mengevaluasi diri. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
terdapat beberapa saran atas keterbatasan yang ada untuk diperbaiki di masa 
mendatang, antara lain: 
1. Auditor inspektorat diharapkan dapat tetap melasanakan tugasnya sebagai 
internal audit yang melakukan pemeriksaan, pengawasan sekaligus 
pembinaan agar dapat memberikan pencegahan dini terhadap hal-hal yang 
salah. 
2. Auditor inspektorat diharapkan dapat tetap menjaga tingkat keimanan 
masing-masing agar terhindar dari praktik-praktik suap. 
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui muhasabah upaya internal audit 
dalam pencegahan salah saji material atas laporan keuangan. Sehingga, 
diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti hal-hal lain yang dapat 
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INFORMAN : Arnawanty, S.E., M.M.,Ak., CA 
WAKTU WAWANCARA 15 OKTOBER 2018 
1. Bagaimana tanggapan anda mengenai salah saji material ? 
Jawab: Saji material yah, disini mi perannya kita bagaimana SPInya didalam, 
internalnya didalam. Jadi ada namanya SPI dan dia berjenjang reviewnya 
sehingga dimungkinkan untuk tidak terjadi salah saji karena dengan ada 
kejadian salah saji itu akan sangat berpengaruh sekali dengan laporan 
keuangan. Namun selama ini, kalau di inspektorat dalam laporan keuangan 
selama ini kayaknya belum ada kejadian salah saji tapi itu dalam 
pemerintahan pasti ada akan terjadi jadi kita bagaimana caranya untuk 
mencegah itu kita membuat SOP didalamya itu mencakup SPInya, bagaimana 
kita mengendalikan mulai dari ee pertama pembukuannya, jurnalnya, buku 
besarnya apakah ini sudah cocok pos-posnya. 
2. Bagaimana cara pimpinan menciptakan lingkungan pengendalian yang 
kondusif pada instansi pemerintahan ? 
Jawab: Kami disini itu memiliki bagian-bagian dan dikepalai oleh inspektur 
dan dalam melaksanakan penugasan atau pemeriksaan itu ada 
penangungjawabnya selaku inspektur dsini ada wakil penanggungjawab yaitu 
yang madya atau inspektur pembantu. Kemudian ada ketua tim dibawahnya 
ada anggota tim jadi reviewnya itu mulai dari hasil anggota kemudian 
direview oleh ketua tim dan selanjutnya direview lagi oleh wakil 
penganggungjawab atau pengendali tekhnis sehingga semuanya memiliki 
hubungan yang berkaitan. 
3. Apabila ditemukan hal-hal atau resiko-resiko yang mengancam tujuan instansi 
pembuat laporan keuangan, bagaimana cara menanggulanginya ? 
Jawab: Kalau pada saat dilaksanakan pemeriksaan kemudian ada salah saji 
maka tetap kita lakukan teguran, rekomendasi... kita memberikan rekomendasi 
untuk diperbaiki dan kalau seumpanya dia bersifat material kita 
mengembalikan ke kas daerah dan kalau tidak material tetap, tetap harus 
karena itu untuk bagaimana dalam pencatatannya kedepan. 
4. Aktivitas pengendalian seperti apa yang dilakukan, apabila rekomendasi atas 
salah saji material tidak direalisasikan ? 
Jawab: Kami disini memeriksa itu bukan hanya dalam kita mencari yang 
material tapi semua, segala aspek kita periksa mulai dari aparaturnya yang 
tidak disiplin, administrasi keuangan sampai dengan pelaksanaan-pelaksaan 
kegiatan. Jadi kalau ada yang pada saat dilakukan pemeriksaan terus 
rekomendasi tidak diindahkan tetap kami masukkan sebagai informasi bahwa 





5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya 
salah saji material ? 
Jawab: Tetap kita lakukan penelusuran, kalau bilang tidak valid kita tetap 
telusuri, kita lakukan konfirmasi, kita kumpul, kita cek fisik kelapangan, pihak 
ke tiganya siapa. 
6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya 
salah saji material ? 
Jawab: Tetap dilakukan monitoring, jadi kita lakukan lagi monitoring dari 
hasil temuan karena akan diekspos bahwa sekian temuan administrasi, sekian 
temuan keuangan dan sekian telah ditindak lanjuti kan itu menjadi peniliaian 
BPK jugakan harus dilapor jadi tidak serta merta bahwa hilang begitu atau 
tidak tapi tetap bisa ditelusuri. 
7. Menurut anda seperti apa peran internal control menyikapi salah saji material ?  
Jawab: Semua harus ada pengendalian, masing-masing harus ada internal 
controlnya yang memang khusus menangani semua masalah. Jadi semakain 
bagus dan baik pengendalian internal atau internal conttrol suatu instansi 
maka   tidak ada kecurangan, tidak salah saji, dan bisa menghindari dari hal-
hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. 
8. Dalam melakukan pemeriksaan apakah ada semacam kebijakan atau toleransi-
toleransi diberikan atau jika ada kesalahan sedikit harus di salahkan ? 
Jawab: Kita melakukan itu sesuai dengan aturan, kalau memang ada kebijakan 
biasa diberikan kalau biasa temuan administrasi. Diberikan memang karena 
dia tidak tau administrasi yang dilakukan dan masih bisa ditolerir dan 
diperbaiki saat itu. Kalau dia sudah material itu kita tetap melakukan 
pengembalian dan tetap kordinasi dengan BPK. 
9. Bagaimana bentuk muhasabah diri dari informan jika telah melakukan tindakan 
kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan? 
Jawab: Alhamdulillah kalau kita disini tidak ada seperti itu karena sudah dari 
awal kita sudah ada dikader, ada pengkaderan supaya tidak mau terpengaruh 
apa suap dll. Alhamddulillah juga memang kita disini jalankan terus sholat 
bersama jadi masing-masing dilandasi iman yang kuat. Mungkin dulu pernah 
ada didengar ada ucapan terima kasih tapi sesudah itu mulai tahun 2007 
sudah tidak ada karena sudah dikader dan juga dsini ada namanya UPG (unit 
pengendali gratifikasi) jadi kita melapor baik itu dalam bentuk makanan harus 
dilapor jadi kita disini sudah ada antisipasi itu disamping imannya memang 
Alhamdulillah teman-teman itu kuat nda terpengaruh dengan yang begitu-
begitu. Kita juga pasti selalu melakukan evaluasi diri untuk bagaimana 
kedepannya jadi lebih baik. 
10. Bagaimana dengan teman-teman yang diberikan fasilitas dan kemudian 
dibawa pulang ? Bagaimana jika fasilitas tersebut tidak digunakan untuk 
pekerjaan tapi untuk kepentingan pribadi ? 
Jawab: Memang teman-teman kami berikan fasilitas-fasilitas yang dapat 
menunjang mereka dalam melakukan tugasnya sebagai auditor internal, dan 
kami persilahkan untuk dibawa pulang karena kita tau mereka pasti 
bertanggungjawab dengan hal yang diamanahkan. Misalnya laptop, pekerjaan 
mereka bisa saja terhambat kalau setiap pulang harus pindahkan file terus 
dirumah pakai laptop sendiri begitu juga dengan kendaraan, akan tidak efektif 
dan efisien waktu yang dimiliki dan jelas itu memakan waktu. Intinya mereka 
harus bertanggungjawab dengan benda yang diamanahkan untuk dijaga 
begitupun dengan pekerjaan mereka, harus diekerjakan sesuai aturan yang 
ada. 
11. Seperti apa bentuk perekrutan auditor disini ? 
Jawab: Disini kami melakukan perektrutan ada dua jalur yaitu formasinya 
memang sebagai auditor yaitu lewat  CPNS dan ada juga impassing yaitu 
selain CPNS, jadi kalau ada yang mau jadi auditor tapi bukan basicnya ya 
bisa dengan cara kami ikutkan pelatihan dan kalau sudah jadi masuk disini 
tetap kami lakukan lagi pengkaderan untuk ditempa agar dalam melakukan 













INFORMAN : Husmawati, S.E 
WAKTU WAWANCARA 15 OKTOBER 2018 
1. Bagaimana tanggapan anda mengenai salah saji material ? 
Jawab: Kalau di inspektorat dalam laporan keuangan selama ini kayaknya 
belum ada kejadian salah saji tapi itu dalam pemerintahan pasti ada entah itu 
administrasi atau keuangan. 
2. Bagaimana cara pimpinan menciptakan lingkungan pengendalian yang 
kondusif pada instansi pemerintahan ? 
Jawab: Disini kami berjenjang tingakatannya dan dikepalai oleh inspektur, 
adapun dalam penugasan tetap hasil kerja anggota tidak serta merta diberikan 
kepada atasan tapi melalui ketua tim kemudian inspektur pembantu sehingga 
dalam melaksanakan tugas anggota bisa merasa sadar akan pentingnya 
pekerjaan yang dilakukan. 
3. Apabila ditemukan hal-hal atau resiko-resiko yang mengancam tujuan instansi 
pembuat laporan keuangan, bagaimana cara menanggulanginya ? 
Jawab: Pada saat dilakukan pemeriksaan kita terlebih dahulu harus melihat 
penyebabnya apa, kenapa hal ini bisa terjadi dan kemudian kita berikan 
teguran dadn juga rekomendasi untuk diperbaiki dan untuk pencatatannya 
kedepannya supaya lebih baik. 
4. Aktivitas pengendalian seperti apa yang dilakukan, apabila rekomendasi atas 
salah saji material tidak direalisasikan ? 
Jawab: Kami tetap melakukan penelusuran apa yang  menyebabkan hal 
tersebut terjadi dan bila diberi rekomedasi tidak diindahkan tetap kami 
konfirmasi ulang penyebab dan akibatnya seperti apa kedepannya agar supaya 
tidak terjadi lagi kedepannya. 
5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya 
salah saji material ? 
Jawab: Pengawasan tetap kami lakukan karena kami disini sebagai pemeriksa 
dan melakukan pembinaan, pengawasan untuk bagaimana kedepannya lebih 
baiknya. 
6. Menurut anda seperti apa peran internal control menyikapi salah saji material ?  
Jawab: Kita disini selaku pemeriksa sekaligus mengayomi jadi kalau ada 
kesalahan-kesalahan yang material maupun tidak maka harus dikembalikan 
untuk diperbaiki supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi semakin bagus 
internal controlnya yaa jelas  bisa mencegah salah saji maupun kecurangan. 
7. Dalam melakukan pemeriksaan apakah ada semacam kebijakan atau toleransi-
toleransi diberikan atau jika ada kesalahan sedikit harus di salahkan ? 
Jawab: Kebijakan diberikan kalau memang dia tidak tau administrasi dan 
kalaupun ada salah saji nominal tetap harus sesuai aturan yang ada, SOP 
yang ada. 
8. Bagaimana bentuk muhasabah diri dari informan jika telah melakukan tindakan 
kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan? 
Jawab: Alhamdulillah kalau saya pribadi tidak terpengaruh dengan yang 
begitu-begitu seperti ucapan-ucapan terima kasih karena kami sadar memang 
kalau salah kenapa mesti dibenarkan apa lagi dengan bantuan suap-suap dan 
selalu kami evaluasi diri dimana terdapat kesalahan sebelumnya maka 
kedepannya harus dihilangkan. Saya rasa semua tau bagaimana terkenalnya 
kinerja dari Inspektorat kota Makassar ini yang anti seperti itu. 
9. Bagaimana dengan teman-teman yang diberikan fasilitas dan kemudian dibawa 
pulang ? Bagaimana jika fasilitas tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan tapi 
untuk kepentingan pribadi ? 
Jawab: Teman-teman kita berikan fasilitas itu untuk pekerjaan mereka, bukan untuk 
kepentingan pribadi. Jadi kalau dibawa pulang bisa asal dijaga dan juga dan bukan 
untuk kepentingan pribadi. Yang salah biasanya ada teman-teman yang diberikan 
fasilitas terus kemudian dia dipindah tempatkan tapi barangnya dibawa juga, kami 
tetap melakukan tindakan karena itu merupakan aset kantor. 
10. Seperti apa bentuk perekrutan auditor disini ? 
Jawab: Teman-teman disini sebelum mereka masuk mereka itu sudah diikutkan 
pelatihan terus masuk kesini ada lagi tahapannya seperti pengkaderan supaya 
dalam melaksanakan tugasnya teman-teman bisa berkompeten dan 
bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi. 
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